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Abstract: Gender equality in Islamic communities continues to 

encounter substantial obstacles stemming from the prevalence of 

traditional fiqh interpretations that are often patriarchal in nature. In 

contrast, the maqasid syariah, which represents the overarching goals 

of Islamic law, underscores the importance of justice, public welfare, 

and human rights protection, encompassing the rights of women as 

well. This research seeks to investigate the relevance of maqasid syariah 

in the reconstruction of fiqh to tackle gender disparities. Utilizing a 

qualitative method with a library research approach, the study analyzes 

both classical and contemporary literature. The results reveal that 

maqasid syariah, which includes the protection of faith, life, reason, 

progeny, and wealth, offers robust justification for upholding women's 

rights across multiple facets of life, including spirituality, education, 

family, and economic spheres. The thoughts of modern scholars like 

Jasser Auda, Amina Wadud, Hashim Kamali, Abdullahi An-Na'im, 

Musdah Mulia, and Fatima Mernissi highlight the importance of 

contextual exegesis, critical hermeneutics, and gender awareness in 

Islamic jurisprudence. Consequently, maqasid syariah can serve as both 

a philosophical foundation and a practical tool for developing Islamic 

law that is more inclusive, responsive, and equitable for women. This 

research underscores the necessity of reconstructing fiqh based on 

maqasid syariah, enabling Islam to truly embody its principle as a 

rahmatan lil 'alamin that ensures equal rights for everyone. 

 

  

PENDAHULUAN 

Isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam masyarakat Islam kerap menjadi 

diskursus yang menantang, baik dalam tataran sosial maupun hukum. Sering kali, interpretasi 

terhadap teks-teks fikih klasik bersifat patriarkis dan tidak berpihak pada perempuan. Padahal, 

dalam maqasid syariah sebagai tujuan utama dari syariat Islam, terdapat prinsip keadilan yang 

seharusnya menjadi asas dalam perlindungan terhadap semua manusia, termasuk perempuan 

(Triwati, 2019). 

Dalam sejarahnya, perempuan kerap mengalami marginalisasi atas nama budaya, tradisi, 

dan bahkan agama. Hal ini terjadi karena pendekatan hukum Islam yang digunakan selama ini 

lebih dominan tekstual dan berorientasi pada konteks patriarkal masa lalu. Padahal, semangat 

dasar syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, tanpa 

membedakan jenis kelamin atau status sosial (Paryadi, 2021). Oleh sebab itu, pendekatan 

maqasid syariah menjadi sangat relevan untuk mengkaji ulang berbagai ketentuan fikih yang 

berimplikasi pada ketidakadilan gender. 

mailto:safridaramadhania161@gmail.com
mailto:safridaramadhania161@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Safrida Ramadhania  Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Hak... 

MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal, Vol. 1, No. 1, Maret 2025|16 

Kritik terhadap bias gender dalam hukum Islam telah banyak dikemukakan oleh para 

sarjana Muslim kontemporer, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka menegaskan bahwa 

banyak produk hukum yang dianggap bagian dari syariat ternyata merupakan hasil interpretasi 

para ulama yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik tertentu. Maka, untuk 

menciptakan keadilan sejati dalam Islam, diperlukan pendekatan baru yang mampu menggali 

kembali nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan rahmah. 

Pendekatan maqasid syariah memiliki kelebihan karena menempatkan tujuan hukum 

sebagai pusat dari penafsiran normatif. Artinya, suatu hukum tidak dilihat hanya dari aspek 

tekstualnya, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dengan cara 

ini, hukum Islam bisa lebih responsif terhadap realitas kontemporer, termasuk dalam upaya 

menjamin hak-hak perempuan. Dalam konteks kontemporer, isu kesetaraan hak perempuan 

menjadi semakin penting, terutama dalam bidang pendidikan, hukum keluarga, kepemilikan, 

partisipasi politik, dan akses terhadap keadilan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin 

seharusnya memberikan ruang inklusif bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya secara 

penuh (Kharismawati, 2021). Maka dari itu, pendekatan maqasid syariah diperlukan untuk 

menafsirkan ulang teks keagamaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam 

seperti keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. 

Berbagai penelitian terdahulu seperti Analisis Maqaṣid al-Shari’ah Terhadap 

Pemberdayaan Perempuan dalam Home Industry Kopyah di Desa Bungah (M. S. Hidayat & 

Azizah, 2024), Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam (Wati & Aswen, 2023), serta 

studi tentang Relasi Kuasa dan Maqasid Syariah dalam Dinamika Pernikahan (Sugitanata & 

Aqila, 2023), menunjukkan bahwa maqasid syariah memiliki potensi nyata dalam 

menjembatani teori dan praktik keadilan gender. Namun masih terdapat kekurangan dalam 

penelitian mengenai bagaimana prinsip-prinsip maqasid tersebut diterjemahkan ke dalam 

praktik hukum Islam keluarga di tingkat implementatif, termasuk di dalam pendidikan hukum 

Islam dan reformasi kebijakan. Karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen, tidak hanya 

untuk mengisi kekosongan dalam literatur tentang penerapan maqasid di praktik nyata, tetapi 

juga untuk memberikan rekomendasi yang konkret agar maqasid syariah dapat menjadi 

kerangka transformasional dalam memastikan hak-hak perempuan secara adil dalam hukum 

Islam modern. Fokus utama dalam tulisan ini adalah meninjau maqasid syariah sebagai 

kerangka etis-hukum yang bersifat universal dan kontekstual. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode library research. Fokus 

penelitian diarahkan pada kajian konseptual tentang maqasid syariah, keadilan, dan 

rekonstruksi fikih dalam perspektif gender. Data yang digunakan berupa literatur primer 

maupun sekunder, yang mencakup kitab-kitab klasik, karya pemikir maqasid seperti al-

Muwafaqat karya al-Syatibi, serta literatur kontemporer seperti karya Jasser Auda, Amina 

Wadud, dan Fatima Mernissi. Literatur tambahan berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan 
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karya akademik terkait keadilan gender dalam Islam juga digunakan untuk memperkuat 

analisis. 

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-normatif (Solikin, 2021), yaitu 

menggambarkan konsep maqasid syariah dan relevansinya terhadap keadilan, kemudian 

menganalisisnya dengan perspektif gender guna melihat bagaimana maqasid dapat dijadikan 

dasar rekonstruksi fikih. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, yaitu membaca, menelaah, 

dan menginterpretasikan sumber-sumber literatur yang relevan. Peneliti mengidentifikasi 

tema-tema utama: maqasid syariah, konsep keadilan, hak-hak perempuan, dan rekonstruksi 

fikih. Data yang ada dianalisis dengan content analysis (Blackham, 2025), dengan langkah: 1) 

Reduksi, 2) Interpretasi kirtis, 3) Penarikan kesimpulan. 

 

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI 

Maqasid Syariah dan Konsep Keadilan 

Maqasid syariah merupakan konsep kunci dalam pemikiran hukum Islam yang 

menekankan pada tujuan-tujuan utama dari pensyariatan hukum. Gagasan ini berkembang 

sejak era klasik, namun memperoleh penguatan sistematis dari pemikir seperti Imam Al-Ghazali 

dan puncaknya oleh Al-Syatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Al-Syatibi 

menyatakan bahwa segala hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima hal mendasar (Betawi, 

2018): agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima tujuan ini 

dianggap sebagai kebutuhan primer umat manusia yang tidak boleh diabaikan karena menjadi 

dasar stabilitas kehidupan pribadi dan sosial. 

Dalam maqasid, hukum tidak semata-mata dilihat dari legal formalnya, tetapi dari sejauh 

mana ia membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Syufa’at, 2013). Oleh karena itu, 

pendekatan maqasid sangat kontekstual dan fleksibel, terutama dalam merespons tantangan 

zaman seperti isu kesetaraan gender. Keadilan (al-‘adl) merupakan pilar utama maqasid Syariah 

(M. Hidayat, 2024). Keadilan dalam konteks Islam bukan hanya distribusi yang merata, tetapi 

juga memperhatikan proporsionalitas dan hak individu dalam tatanan sosial. Menurut Yusuf 

al-Qaradawi, maqasid syariah mencerminkan keadilan universal (Rasito & Mahendra, 2022), 

yakni prinsip yang mengarahkan semua ketentuan syariat menuju kebaikan umat manusia 

secara keseluruhan. 

Dalam kerangka ini, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan menjadi bagian 

integral dari misi keadilan Islam. Segala bentuk diskriminasi berbasis gender yang tidak 

berdasar pada maqasid sejatinya bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Oleh karena 

itu, maqasid syariah dapat dijadikan pendekatan etis dan metodologis untuk mengoreksi atau 

mereinterpretasi hukum-hukum yang telah kehilangan relevansinya dalam konteks sosial 

modern. 

 

Hak Perempuan Perspektif Maqasid 

Dalam maqasid syariah, hak-hak perempuan tidak hanya diakui secara simbolik, tetapi 

juga memiliki legitimasi normatif yang kuat yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar syariat. 
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Maqasid syariah sebagai kerangka nilai-nilai hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam konteks keadilan bagi perempuan. 

Lima aspek utama dalam maqasid yaitu penjagaan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), 

keturunan (nasl), dan harta (mal) membentuk dasar komprehensif yang mampu menjamin 

pemenuhan hak perempuan secara proporsional, setara, dan bermartabat dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

Perlindungan agama (hifz al-din) menegaskan bahwa perempuan memiliki hak spiritual 

yang sama dengan laki-laki. Hak untuk beribadah, memperoleh pendidikan agama, serta 

terlibat dalam kegiatan keagamaan merupakan bagian dari hak perempuan yang dijamin 

syariah. Dalam kerangka maqasid, pembatasan terhadap peran religius perempuan tidak 

dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip penjagaan agama yang inklusif 

(Hamzah, 2025). 

Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) mencakup hak perempuan atas keamanan fisik, 

emosional, dan sosial. Dalam maqasid, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik 

dalam bentuk kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, maupun eksploitasi ekonomi 

merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan jiwa. Dalam fikih jinayah, hukum 

Islam memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak hidup dan martabat perempuan, 

termasuk jaminan atas proses hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan (Khumaera et al., 

2023).  

Perlindungan akal ('aql) merupakan landasan bagi hak perempuan untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, perempuan seperti Aisyah RA, Rabi'ah al-Adawiyah, 

dan Fatimah al-Fihri telah menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan dan 

keilmuan. Maqasid menuntut akses pendidikan yang merata bagi perempuan sebagai bagian 

dari pembinaan akal dan potensi intelektual, yang merupakan prasyarat bagi partisipasi 

perempuan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan (Adha, 2024).  

Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) meliputi hak-hak perempuan dalam menjaga 

kehormatan dan kesejahteraan keluarga. Maqasid menegaskan pentingnya pemberian hak-

hak yang seimbang dalam relasi rumah tangga, termasuk hak untuk menolak pernikahan 

paksa, memperoleh perlindungan selama kehamilan dan persalinan, serta hak asuh anak yang 

adil. Dalam perspektif maqasid, kesehatan reproduksi dan kesetaraan peran dalam keluarga 

menjadi indikator penting dari tercapainya perlindungan terhadap keturunan yang tidak 

diskriminatif (Nesyagastia, 2025). 

Perlindungan harta (hifz al-mal) menegaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh atas 

kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta secara mandiri. Al-Qur'an secara eksplisit 

menyebutkan hak perempuan dalam hal warisan, mahar, dan transaksi ekonomi lainnya. Dalam 

konteks maqasid, hak ekonomi perempuan harus dijamin melalui sistem hukum yang adil dan 

bebas dari praktik-praktik patriarkal yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya 

ekonomi. Maqasid juga mendukung prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai 

bagian dari kemaslahatan sosial yang lebih luas (Febrian Syuhada & Birusman N, 2024).  

Dengan demikian, maqasid syariah memberikan kerangka hukum yang menyeluruh, 
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multidimensional, dan progresif dalam menjamin hak-hak perempuan. Ia tidak hanya berfungsi 

sebagai prinsip abstrak, tetapi juga sebagai metodologi hukum yang aplikatif untuk 

mengoreksi distorsi hukum yang tidak adil. Pendekatan maqasid mendorong interpretasi 

hukum Islam yang lebih kontekstual, berorientasi pada nilai- nilai kemanusiaan, dan terbuka 

terhadap perubahan sosial yang menjunjung kesetaraan dan keadilan substantif. 

 

Rekontruksi Fikih Terhadap Ketimpangan Gender 

Rekonstruksi fikih merupakan langkah penting dalam upaya membangun kembali 

kerangka hukum Islam yang adil, inklusif, dan kontekstual (Algadri, 2025). Fikih sebagai hasil 

ijtihad ulama dalam merespons realitas sosial pada zamannya tentu memiliki keterbatasan, 

terutama ketika dihadapkan pada dinamika kehidupan modern yang menuntut kesetaraan 

gender dan hak asasi manusia. Banyak produk fikih klasik lahir dalam masyarakat yang 

patriarkal, di mana posisi perempuan sering kali diposisikan lebih rendah dibanding laki-laki 

(MF, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih responsif terhadap 

keadilan substantif, salah satunya melalui maqasid syariah. 

Maqasid syariah tidak hanya memberikan kerangka etis-hukum yang holistik, tetapi juga 

menjadi alat analisis kritis untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum benar-benar 

mencerminkan nilai-nilai utama Islam seperti keadilan, rahmah, dan kemaslahatan (Pertiwi & 

Herianingrum, 2024). Dalam konteks ini, maqasid berfungsi untuk mengukur relevansi dan 

dampak sosial dari hukum-hukum fikih terhadap kehidupan perempuan. 

Jasser Auda mengkritik pendekatan klasik terhadap maqasid yang terlalu statis dan 

sempit. Dalam bukunya Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, ia mengembangkan 

sistem pendekatan enam dimensi, yang mencakup keterbukaan terhadap kompleksitas, 

interkoneksi, dan dinamika sosial (Auda, 2008). Ia menegaskan bahwa maqasid seharusnya 

mencakup nilai-nilai kebebasan, martabat manusia, dan partisipasi sosial, bukan hanya lima 

tujuan dasar tradisional. Dalam kerangka ini, hukum yang tidak menjamin hak perempuan atas 

pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan publik tidak bisa dianggap memenuhi maqasid.  

Amina Wadud dalam Qur’an and Woman mengkritik hegemoni tafsir patriarkal dalam 

sejarah Islam. Ia berpendapat bahwa dominasi suara laki-laki dalam proses ijtihad dan tafsir 

telah menyebabkan marginalisasi perempuan dalam ketentuan hukum. Menurut Wadud, 

penting untuk menghadirkan pengalaman perempuan sebagai basis dalam menafsirkan teks 

agar melahirkan hukum yang lebih adil secara gender (Wadud, 1999). Pendekatan ini selaras 

dengan maqasid karena berupaya menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar simbolik.  

Pemikir lain seperti Mohammad Hashim Kamali juga mendukung rekonstruksi fikih 

melalui maqasid. Dalam Principles of Islamic Jurisprudence, ia menjelaskan bahwa maqasid 

memberikan ruang untuk memperbarui hukum Islam dengan tetap berpijak pada nilai-nilai 

dasar syariah (Kamali, 2003). Ia menekankan bahwa hukum yang membatasi peran perempuan 

dalam ruang publik harus dievaluasi ulang berdasarkan prinsip maslahat dan keadilan sosial.  

Abdullahi Ahmed An-Na'im bahkan lebih progresif. Dalam Toward an Islamic 

Reformation, ia menyatakan bahwa banyak ketentuan dalam hukum keluarga Islam bersifat 
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diskriminatif karena lahir dari konteks sosial historis tertentu yang tidak relevan lagi (An-Na’im, 

1996). Ia menolak pemaknaan fikih klasik sebagai kebenaran final dan mendorong 

pengembangan hukum Islam yang koheren dengan prinsip universal hak asasi manusia, 

termasuk kesetaraan gender. 

Dalam konteks Indonesia, pemikiran tokoh seperti Musdah Mulia menjadi sangat 

penting. Ia menyuarakan pentingnya fikih yang berpihak pada perempuan dengan 

mengusulkan gender-sensitive fiqh, yang tidak hanya mengakui hak-hak perempuan tetapi juga 

memberdayakan mereka dalam ranah keluarga dan masyarakat. Menurutnya, maqasid syariah 

dapat menjadi rujukan utama dalam menilai keabsahan hukum Islam terhadap perempuan 

(Mahmudah, 2017). Oleh karena itu rekonstruksi fikih juga perlu didukung oleh perubahan 

struktural dalam pendidikan hukum Islam. Kurikulum di pesantren dan perguruan tinggi Islam 

harus diperluas dengan pendekatan hermeneutik, kritik gender, dan maqasid syariah secara 

integratif. Hal ini penting agar generasi ulama ke depan mampu melakukan ijtihad yang 

kontekstual, solutif, dan adil.  

Fatima Mernissi Dalam bukunya The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of 

Women's Rights in Islam, Mernissi menyoroti bagaimana konstruksi sejarah Islam awal, 

termasuk hadis dan tafsir, banyak dipengaruhi oleh dominasi laki-laki dan struktur sosial yang 

menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Mernissi, 1991). Ia membongkar narasi-

narasi tradisional yang sering digunakan untuk menjustifikasi pembatasan terhadap hak-hak 

perempuan, dan menunjukkan bahwa banyak di antaranya tidak memiliki dasar teologis yang 

kuat, melainkan lahir dari konteks politik dan sosial tertentu pada masa awal Islam. Mernissi 

secara khusus menantang keabsahan beberapa riwayat hadis yang sering dijadikan landasan 

pembatasan terhadap perempuan, terutama dalam ranah publik dan kepemimpinan. Ia 

menggunakan pendekatan sejarah kritis untuk menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perempuan 

seperti Aisyah RA, Umm Salamah, dan tokoh perempuan Madinah memiliki peran sosial dan 

intelektual yang besar dalam masyarakat Islam awal. Menurutnya, ketika teks-teks keagamaan 

dibaca ulang melalui pendekatan maqasid dan kritik gender, maka akan terbuka ruang 

interpretasi yang lebih adil dan berkeadilan sosial bagi perempuan. 

Dengan demikian, respons terhadap ketimpangan gender dalam hukum Islam tidak 

cukup hanya dengan interpretasi ulang teks, tetapi juga menuntut reformasi metodologis, 

epistemologis, dan struktural. Maqasid syariah sebagai pendekatan normatif menjadi pilar 

utama dalam upaya rekonstruksi fikih agar hukum Islam tetap relevan dan memberikan 

keadilan sejati bagi perempuan dalam masyarakat modern. 
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KESIMPULAN 

Maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif, etis, sekaligus metodologis yang 

mampu menjawab tantangan ketidakadilan gender dalam hukum Islam. Konsep maqasid yang 

menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan legitimasi kuat 

bagi pemenuhan hak-hak perempuan secara proporsional dan bermartabat. Dalam kerangka 

ini, keadilan Islam bukan hanya sebatas legal-formal, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk 

kemaslahatan nyata yang menolak diskriminasi dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, 

rekonstruksi fikih melalui pendekatan maqasid menjadi sangat penting untuk mengoreksi 

produk hukum klasik yang lahir dari konteks patriarkal dan kurang relevan dengan kondisi 

modern. Pemikiran kontemporer dari tokoh seperti Jasser Auda, Amina Wadud, Hashim Kamali, 

Abdullahi An-Na’im, Musdah Mulia, hingga Fatima Mernissi memperkuat urgensi pendekatan 

ini dengan menekankan pentingnya tafsir kontekstual, hermeneutik kritis, dan kepekaan 

gender. Dengan demikian, maqasid syariah tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga 

instrumen praktis untuk membangun hukum Islam yang lebih inklusif, adil, dan responsif 

terhadap perubahan sosial, khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. 
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